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Lﬂ.B@Rﬂ?ORiﬁﬁﬁ HQKUM SEBAGA? WAEAH
A "Pmmmmm KEMAHIRAN HUKUM",

- “PENDEDIKAN HUKUM DENGAN ?EMDEE{&TAN
| TERAPAN“ DAN "E"EN@HSAN HUKUM“* b

Mardjom Reksodmmm

Pendidikan dan latthan kemahiran hukum
merupakan bidang perbulichan baru delom
kurikulum naszomzl tahun 1993 (Keputusan
Mendzkbud No. 17/1993), Dalam kurikulum
nasional ini juga terdapat Fetentuan yang
:menyatakan perly dan pentzrzgnya pendzdzkan_
hukum terapan melal ui pengenalan ketentuan-
ketentuan hukym posmf dan kasus-kosus atau
‘bahan dokumentasi lamnya bagi para maha-
siswa hukum. Dengan demikian mereka tidak
kanya mempunyai "wawasan" imu’ pengeta-
huan huium okan tetapi juga dapat’ menzrap-
kannya secara profeswnal atzalxtzs dalam
masyamkat

Pendidikan kemahiran hukum

‘Pendidikan dan latihan kemahiran hukum merupakan matakulizh (atau
lebih tepat "bidang perkuliahan") baru, yang dicantumkan dalam Kurnas
1993 (Kep. Mendikbud No. 17/1993). Keputusan tim penyusun kurikulum
nasional untuk mensyaratkan adanya "kemahiran hukum" (usul asli adalzh
"keterampilan hukum” sebagai terjemahan dari "legal skills") pada para
lulusan fakultas hukum, mencerminkan keinginan mereka agar para lulusan
ini dibekali dengan "kesmpan kerja" yang lebih baik,

Sebenarnya bidang perkuliahan "latihan kemahiran hukum" bukanlah hal
baru dalam diskusi tentang pendidikan tinggi hukum Indonesia. Pada awal
tahun 1980-an kita telah mendengar dan atay membaca keinginan untuk

" Disampaikan dalam Penataran Pendidikan dan Lathan Kemahiran Bukum sevia Penulisan Hidaan
vang diselenggarakan Konsorsium Hmu Hulum nada taneas! 70 Pacenshar 1004
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mengembangkan "pendidikan hukum klinik" (clinical legal education) di
Indonesia. Malahan Fakulias Hukim UNPAD pernah diberikan tugas oleh
Dikti untuk mengembangkan jenis pendidikan ini melalui suatu “proyek per-
contohan”. (pilot project). Contoh lain terdapat dalam kunkuium inti (Kep.
Dikti No. 30/1983) dimana dl_ccintumkan pula sebagai matakuliah pembulat
studi, perJunya lulusan membuat "Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum di
Pengadilan”. Untuk hal terakhir ini beberapa fakultas hukum mencantumkan
matakuliah "Praktek Hukum® dalam kurikulum mereka.

= f"-f?endidi_l{an hukum terapan

e Pend;dakan deng,da pendekatan ierapan (applied approach) telah dianjur-
kan (baca dlwchbk'm} dalam pendidikan tinggi kita, tidak terkecuali pen-
didikan tinggi hukun Maksudnya paling tadak ada dua: (a) mewajlbkan
‘dosén menjabarkan perkuhdhannya agar mahasiswa pun mengetahui tujuan
instruksionalnya (umum dan khusus), dan (b) mewajibkan dosen merelevan-
sikan pokok-pokok bahasannya dengan kenyataan dalam masyarakat. Dalam
Kep. Mendikbud No::17/1993 hal ini dinyatakan daiam ketentuan tentang
perlunyd perkul ahan d[benkan dengan mencakup tidak saja teori, tetapi juga
mengenalkan mahasiswa pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan kasus
atau bahan dokumentasi lainnya.

Keinginan Kurikulum 1993 agar mahasiswa diperkenalkan dengan pem—
bahasan hukum positif dan kasus bukaniah pula hal baru untuk pendidikan
tinggl hukum di Indonesia. Sudah fama kita bicara tentang perlunya para
lulusan fakultas hukum mempunyai kemampuan analisa (analytical skifls) dan
kemampuan menerapkan pengetahuan hukum secara "praktis”, sebagaimana
diharapkan oleh masyarakat dari seorang sarjana hukum. Inilah yang akan
membedakan antara sarjana yang hanye mempunyai "wawasan iimu pengeta-
huan hukum”, dengan mereka yang dapat mempergunakan "wawasan” ini
secara profesional-analitis dalam kasus-kasus atau praktek di masyarakat.
Kritik masyarakat tentang Awrang “stap-keria"-nya para sarjana hukum
berintikan perbedaan ini.

Laboratorium hukum

Apa vang ingin dicapai melalui "pendidikan kemahiran hukum" dan
“pendidikan hukum terapan” ini direncanskan untuk diselenggarakan melalui



f.'Ldboraioriaiir Hukum . "':487 _

:suatu wadah khusus :dalam organisasi fakultas hukum, yang diberi. nama
"laboratormm hukum" (disingkat -"Lab-Hukum"). Karena itu tugas lLab-
Hukum jni -adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (sepertx
-matakuhah—matakuhah dalam-bidang perkuliahan "Pendidikan dan IL.atihan
Kemahiran-Hukum"), dan (b) ‘membina pendidikan hukum dengan ' pende«‘
*katan terapan” (misalnya. menyedlakan bahan perkuliahan, seperti peraturan
: -'-_dan kasus, serta meningkatkan kemahiran dosen meng gunakan pendekatan
"_terapan dalam memberikan perkuliahan).

Menurut rencananya pada Lab-Hukum ini: akan ada mmzmal 3 (tlga) umt
kerja yaitu:: : P
{1}+ Unit latihan kemahlran berlztzgasz (sebaﬁai hakxm Jaksa dan penasahat

hukum/advokat); :
(2) Unit latihan kemahiran non-litigasi (sepem kemahiran bernegosxas:

menyusun kontrak dan menyusun peraturan perundang-undangan); serta
(3) Unit (latihan) memberi:bantuan kepada orang miskin {legal aid).

Kegiatan Lab-Hulkum ini akan sangat menunjang keinginan Kurnas 1993
meningkatkan kemampuan profesional para lulusan fakultas hukum. Dengan
sendirinya untuk Lab-Hukum ini diperlukan adanya pengembangan staf peng-
ajar (staff development) fakultas hukum yang dapat berperan sebagai pembina
(instruktur; fasilitator) para mabasiswa. Untuk itu para dekan fakultas hukum
yang bersangkutan harus bersedia melakukan investasi, baik untuk memper-
oleh tenaga tetap (seperti yang dilakukan melalui penataran-penataran seka-
rang ini} maupun tenaga tidak-tetap (misalnya dari kaiaﬂgan profesi hukum
setempat).

Agar Lab-Hukum ini dapat leblh sempuma lagi, maka sarana yang juga
diperlukan adalah program “pengadilan semu" (oot court). Program ini
merupakan bagian dari Unit Latihan Kemahiran Litigesi (UL) untuk mela-
kukan simulasi peranan hakim, jaksa dan penasihat hukum (advokat). Seba-
gian kegiatan pengadilan semu ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan Unit
Bantuan Hukum (UBH), yaitu dengan mempergunakan kasus-kasus yang su-
dah “selesai” dari UBH. Dengan cara ini dapat pula dilakukan suatu analisa
dan evaluasi (post mortem analysis) kasus-kasus bantuan hukum yang dita-
ngani UBH di Pengadilan.

Kerjasama dengan profesi hukum

Suatu kegiatan yvang juga perlu direncanakan oleh Lab-Hukum ini adalah
kerjasama yang erat dengan profesi hukum setempat. Di samping bantuan
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tenaga praktisi hukum yang sangat diperlukan untuk semua kegiatan Lab-
Hukum (Unit Litigasi, Unit Non-Litigasi dan Unit Bantuan Hukum), maka
dapat pula dipikirkan untuk-menyelenggarakan program "magang"” (inters-
<ship program) pada kantor-kantor "praktisi hukum" (pengadilan, kejaksaan,
kantor penasihat hukum atau konsultan hukum dan kantor notaris). Program
‘magang-ini harus didasarkan pada asas "manfaat bersama® (symbictic rela-
tionship), karena -untuk profesi hukum kegiatan- ini harus dilibat sebagai
"kaderisasi” dan "rekrutmen" tenaga ahli hukum untuk masa depan.

+Melalui kerjasama dengan profesi hukum ini, fakultas hukum yang ber-
sangkutan harus bersedia pula untuk membuka diri, "dinilai" pendidikannya
apakah (masih) relevan dengan perkembangan hukum di masyarakat sebagai-
mana dzl;hat oleh profe31 hukum.

Aktivitas Lab-Houkum

‘Sebagai comoh, disarankan kegiatan-kegiatan dalam Lab-Hukum seperti
berikut (sebagal tambahan atas kegiatan yang sudah ada atau berjalan di
fakultas):

1. Unir Litigasi {UL):

(a) membuat dokumen-dokumen hukum pengadilan, misalnya: surat
gugatan dan jawaban (hukum perdata); surat dakwaan dan pem-
belaan (hukum pidana); berita acara sidang (panitera); keputusan
perkara (hakim; hukum perdata; hukum pidana); memori banding;
memori kasasi; dan lain-lain.

(b). praktek beracara di pengadilan: tata-tertib; sopan santun; etika

- beracara (untuk hakim, jaksa dan penasihat hukum); dapat disimu-
lasikan melalui "peradilan semu" ‘yang pada dasarnya akan meng-
ajarkan a.l. teknik, keterampilan dan etiket dasar dalam beracara di
pengadilan dan iain~1ain.

(c) manajemen dalam menangani kasus litigasi: persiapan-persiapan
untuk maju di muka pengadilan; menangani kasus yang mendapat
“sorotan publik/pers" atau kasus yang telah menimbulkan "emosi
publik” atau kasus yang menyangkut klien yang "banyak" (10, 50,
100} orang; dan lain-lain.

2. Unit Non-Litigasi (UNL):

(a) mewakili klien dalam bernegosiasi untuk transaksi bisnis yang besar
{dengan pihak pemerintah; pihak "mitra" ataupun "lawan® dalam
bisnis): teknik-teknik mempersiapkan diri, pendekatan "take and
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L cwe penyusunan laporan untuk klien; dan lain-lain;

~ {b) menyusun kontrak dagang atau - blsms berdasarkan fakta dan_

mstmksz klien;

st (c) - menyusun peraturan pemndang~undangan tmffkat daerah dan tmg~—.

- kat ‘pusat; -menelusuri peraturan yang akan menjadi dasar, yang
perlu diubah atau dicabut; dan lain-lain;

1B (d) penyusunan dokumen hukum "resmi”. seperti: pendman perusahaan :

(a.l. anggaran dasar p.t.); jual-beli tanah; jual-peli rumah susun atau
kondominium; dan lain-lain, "
Unzt Bantuan Hukum (UBH):
Kegiatan dalam unit ketiga ini mencerminkan keprihatinan dan kepedu-
lian fakultas hukum terhadap warga masyarakat yang tidak mampu

.. (miskin). Partisipasi para mahasiswa dalam UBH sebaiknya lebih
- bersifat -~ "sukarela® dan berdasarkan "seleksi', karena {ujuan
. pendidikannya adalah menanamkan konsep "pelayanan sosial” (public
‘service) dan babwa perlu ada "keterlibatan sosial” dari profesi hukum,

Yang perlu dicegah adalah bahwa UBH menjadi . "kantor penasihat

 hukum (advokat; konsultan hukum) terselubung” dari dosen (dan maha-
- 'siswa) fakultas hukum bersangkutan. Pendekatan "komersial” atau "bis-

nis” dari UBH harus dicegah pula, namun tentu diharapkan dapat "ber-

- dikari" dalam bidang keuangan.

Melalui Lab-Hukum ini fakultas dapat pula melaksanakan kegiatan-

: ':keglatan lain, misalnya: :
. Yang bersifar "latihan kemahiran”:
- (a) penelusuran efektif peraturan dan yurisprudensi,

(b) menulis "nasihat” hukum singkat dan sederhana;

 {¢) memimpin rapat (misalnya rapat umum tahunan suatu organisasi

atau perusahaan);
(d) pemahaman tentang keberadaan (dan sejarah terbentuknya) berbagai
organisasi profesi hukum serta etika profesi hukum;

(&) tatacara melangsungkan "perdamaian” antara klien dan "lawan®,

.atau antara dua (atau lebih) "klien" (pihak-pihak yang meminta
bantuan "mediator”, "conciliation” ataupun "arbitration") [dapat
merupakan prasyarat untuk matakuliah (blla ada) "Alternative
Dispute Resolution"];

(f) manajemen kantor penasihat hukum (arsip klien; titipan dokumen
hukum asli; penagihan pembayaran; pembukuan sederhana;
pengaturan jadwal sidang dan pertemuan dengan klien; dil);

(g) pemanfaatan program-program komputer untuk menmgkatkan
et aman (Farmactly mAmURCIRan raneanosn neriantian) bantor
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- penasihat” hukum (atau muraris mutandis kantor jaksa, kantor
St itnrpanitera, kantor hakim). o
5. Yang bersifat "pengabdian kepada masyarakat"”:
'-:.'(a) penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan hukum yang
. dasar kepada masyarakat tldak saja kewajlbannya tefapi juga hak-
haknya;
(b) smembanta membekali para mahasmwa fakultas hukum yang akan
~melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

" Penutup

“Catatan-catatan di atas perlu dikembangkan lebih lanjut dalam setiap
‘fakultas hukum dengan memperhatikan tenaga, sarana dan pra-sarana yang
ada. Oleh karena itu pembentukan dan pengoperasian Lab-Hukum ini harus
dilakukan dengan serius, teliti dan di bawah pimpinan yang berdedikasi
(mempunyai wawasan dan sanggup kerja-keras untuk mencapai tujuan).
Kedudukan Lab-Hukum ini tidak kalah pentingnya dalam pendidikan hukum
dibandingkan dengan "laboratorium-laboratorium fakultas kedokteran” dalam
pendidikan ilmu kesehatan.

Suatu pemikiran yang baru muncul akhir-akhir ini, adalah untuk
menempatkan pula dalam Lab-Hukum unit-unit baru, yaitu Unit ke~4 adalah
Unit Penudisan Hukum (UPL) dan Unir ke-5 adalah Unit Pengajaran Bahasa
(UPB). Pemikiran yang lebih mendalam tentang kedua unit ini perlu dila-
kukan. Diharapkan bantuan saran-saran pembaca ini untuk mengisi kedua
unit terakhir yang tersebut di atas (misalnya: apakah bimbingan tatacara
penulisan skripsi, seperti format sitasi, dapat dilakukan melalui Unit-4; dan
pemakaian bahasa Indonesia dalam skripsi dengan baik dapat dilakukan
melalut Unit-3)?




